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ABSTRAK 

Silka Gusdian /222016105/2020/Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Skor Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Sumatera Selatan/Akuntansi sektor 

Publik 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapakah pengaruh rasio kemandirian, rasio 

efektivitas, dan rasio efesiensi terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di 

Kab/Kota di Sumatera Selatan secara parsial?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa 

besar pengaruh rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efesiensi terhadap skor kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota di Sumatera Selatan secara parsial. Jenis penelitian 

ini adalah asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data laporan realisasi anggaran 

dan belanja dan data skor EKPPD tahun 2015-2018. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efesiensi 

berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota di 

Sumatera Selatan secara parsial. 

 

Kata Kunci: Rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efesiensi dan skor EKKPD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari dua peran organisasi yaitu 

organisasi sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta. Peran pemerintah 

sangat besar dalam mengendalikan semua kehidupan masyarakat dan pihak 

swasta turut membantu pemerintah dalam mewujudkannya, Dilihat dari 

fungsinya, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat 

berupa pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi dan lain-lain yang 

sangat bergantung pada besarnya dana yang dimiliki, semakin besar dana 

teralokasikan dalam belanja guna menyelenggarakan program pemerintah maka 

kesejahteraan masyarakat semakin baik, tidak ada aktivitas yang tidak 

menggunakan dana begitu juga pelayanan pemerintah. 

       Pemerintah pusat maupun daerah merupakan pihak yang diberi tugas untuk 

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial kepada 

masyarakat dalam menjalankan tugas dan wewenang, diperlukan pembiayaan 

dengan memungut berbagai macam jenis pendapatan dari masyarakat, kemudian 

membelanjakannya untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan 

kepada masyarakat  

      Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah yaitu menyebutkan 

dalam  rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat UUD 1945, 

pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 
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pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. otonomi daerah 

memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengelola dana dan 

mengatur daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah. salah satu 

bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan oleh pemerintah adalah 

evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) yang payung 

hukumnya adalah peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman 

evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD). 

       Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008  pasal 1, Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah suatu proses 

pengumpulan dana analisis data secara sistematis terhadap kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran 

kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk, 

mengukur, menilai, membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan 

atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) menggunakan laporan 

pemeriksaan pemerintah daerah (LPPD) sebagai sumber informasi utama yang 

difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tatanan pengambilan kebijakan 

dan pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan indikator kinerja kunci. 

Indikator kinerja kunci adalah indikator utama yang mencerminkan keberhasilan 

penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. 

      Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
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penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik 

daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah 

selain diatur dengan peraturan pemerintah juga mengikuti peraturan menteri dan 

keuangan daerah juga mengikuti anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

masing masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. 

      Permendagri Nomor 13 Tahun 2019 pasal 7 tentang laporan eveluasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa capaian kinerja 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 5, berdasarkan indikator kinerja pada masing masing urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah  merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan 

program kegiatan untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah secara 

terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem 

pertanggung jawaban yang disusun secara periodik. 

      Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan 

misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu 

organisasi (Indra, 2006:274). Pengukuran kinerja secara berkelanjutan 

memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus 

mencapai keberhasilan dimasa mendatang (Indra, 2006:275), dengan catatan 

pencapaian indikator kinerja organisasi diharapkan dapat mengetahui 
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prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut 

Mardiasmo dalam Kusumawardani (2012) bahwa kinerja pemerintah merupakan 

suatu hal yang penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen 

dalam menghasilkan pelayanan publik lebih baik. Kinerja dapat berarti sesuatu 

yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. 

      Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting sebagai dasar untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu arganisasi. Fungsi dari pengukuran 

kinerja dapat menjelaskan mengenai evaluasi bagaimana program tersebut 

berjalan, sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan, dan sebagai alat 

komunikasi dengan publik, dengan demikian penting untuk melakukan 

pengukuran kinerja sehingga dapat mengungkapkan bahwa dengan melakukan 

pengukuran kinerja pemerintah daerah memperolah informasi yang dapat 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan 

pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat(Ristin,2019). 

      Analisis rasio keuangan pada anggaran dilakukan dengan membandingkan 

hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya 

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, 

dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang 

dimiliki pemerintah daerah dengan rasio daerah lain atau potensi daerah yang 

relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah 

tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Abdul, 2012:231). 
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      Analisis rasio keuangan pada sektor publik penggunaanya belum begitu 

banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama 

dan kaidah pengukurannya (Abdul, 2007 : 231). Meskipun demikian, dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, analisis 

rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda perlu dilaksanakan, meskipun 

kaidah akuntansi dalam laporan keuangan Pemda berbeda dengan laporan 

keuangan yang dimiliki organisasi privat. Pemerintah daerah yang memiliki 

tugas menjalankan kegiatan pembangunan. Analisis rasio merupakan analisis 

yang digunakan untuk mengetahui hubungan akun-akun yang ada dalam satu 

laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan 

realisasi anggaran. Analisis rasio biasanya digunakan untuk menganalisis kinerja 

keuangan pemerintah daerah, Jenis-jenis rasio keuangan yaitu rasio 

kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi(Abdul dan Muhammad,2012:L-5) 

      Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agus 2014 yang melakukan 

penelitian terhadap karekteristik kepala daerah dan kinerja penyelenggaraan 

pemerintah daerah di Indonesia berkesimpulan bahwa masa pejabat kepala 

daerah bepengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah dengan 

tanda koefisien regresi negatif, sehingga artinya berdasarkan teori agensi, 

perilaku oportunis memberi petunjuk bahwa manusia dalam berbagai situasi 

cenderung mengambil kesempatan untuk diri atau kelompoknya sendiri. 

Selanjutnya penelitian dari Winarso 2017 yang melakukan penelitian tentang 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah 

daerah di Indonesia: perspektif uper echelon theory dan karekteristik pemerintah 
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daerah dan hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah berupa 

tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan karakteristik 

kepala daerah dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah. 

       Berikut ini disajikan mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja serta Skor Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah 

Kab/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan periode 2015-2018. 

Tabel I.1 

Laporan Anggaran Dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab/kota  

Se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018 

No Kabupaten/Kota Tahun 

Anggaran 

Pendapatan 

Realisasi 

Pendapatan 

Anggaran 

Belanja 

Realisasi 

Belanja 

(Ribuan 

Rupiah) 

(Ribuan 

Rupiah) 

(Ribuan 

Rupiah) 

(Ribuan 

Rupiah) 

1 Palembang 2015 2.870.202.481 2.871.899.610 3.146.444.216 2.868.750.360 

 

2016 3.466.134.113 3.122.903.127 3.369.864.428 2.915.966.125 

2017 3.578.989.385. 3.417.593.733 3.383.208.534 3.141.848.658 

2018 3.643.288.212 3.485.882.634 3.651.197.394 3.488.244.426 

2 Muba 2015 2.506.193.141 2.034.401.344 2.364.027.425 1.899.319.701 

 

2016 2.849.225.683 2.640.255.197 2.516.296.929 2.516.296.929 

2017 2.876.720.007 2.642.776.006 2.566.618.015 2.340.644.994 

2018 2.703.265.186 3.019.699.825 3.203.365.186 2.958.060.291 

3 Banyuasin 2015 1.833.573.044 1.540.083.544 1.755.075.142 1.540.083.544 

 

2016 2.180.253.159 1.951.227.051 1.909.404.888 1.602.242.344 

2017 2.014.566.266 2.006.422.252 2.566.618.015 2.340.644.994 

2018 1.948.005.479 2.080.649.009 2.035.556.230 1.992.040.769 

4 Oki 2015 1.736.688.910 1.653.377.720 1.882.004.203 1.745.362.121 

 

2016 1.964.045.648 1.979.249.631 2.405.340.475 1.979.334.457 

2017 1.649.133.466 1.363.217.799 1.408.398.367 1.115.443.315 

2018 2.231.343.639 2.224.001.831 2.241.275.403 1.918.481.263 

5 Ogan Ilir 2015 1.399.760.930 1.073.724.537 1.399.760.930 964.153.853 

 

2016 1.542.879.089 1.542.879.089 1.453.289.005 1.102.973.684 

2017 1.649.133.466 1.363.217.799 1.408.398.367 1.115.443.315 

2018 1.549.469.950 1.417.185.838 1.547.169.950 1.374.234.887 

6 OKU 2015 1.109.603.969 1.034.793.698 1.220.349.843 1.085.467.499 

 2016 1.241.663.992 1.192.981.912 1.192.981.912 993.279.511 
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2017 1.416.035.133 1.396.244.570 1.297.686.974 1.186.374.978 

2018 1.311.311.318 1.412.521.909 1.463.688.662 1.419.173.692 

7 OKU selatan 2015 933.698.026 933.056.431 1.038.873.351 925.258.905 

 

2016 1.236.605.536 1.236.605.536 1.122.067.311 1.014.409.319 

2017 1.258.607.949 1.222.264.959 1.082.192.218 989.011.519 

2018 1.227.209.054 1.268.126.824 1.303.537.687 1.228.203.115 

8 OKU timur 2015 1.344.367.675 1.298.375.034 1.261.897.416 1.158.799.615 

 

2016 1.669.766.891 1.521.770.289 1.428.590.115 1.285.585.518 

2017 1.671.268.817 1.599.418.326 1.356.701.260 1.289.877.393 

2018 1.649.349.343 1.627.163.554 1.652.814.789 1.614.913.933 

9 Muara Enim 2015 2.283.476.954 1.977.122.379 2.453.375.336 2.112.376.745 

 

2016 2.177.891.479 2.049.002.254 2.180.613.601 1.856.355.068 

2017 2.416.523.878 2.402.350.260 2.033.737.393 1.897.083.715 

2018 2.064.926.236 2.525.583.634 2.417.264.086 2.434.360.114 

10 Prabumulih 2015 895.489.650 816.654.321 1.011.173.914 922.580.955 

 

2016 1.072.008.198 940.737.360 1.018.217.047 891.296.683 

2017 930.320.518 930.320.518 956.939.607. 956.939.607 

2018 874.733.232 958.368.934 872.733.232 850.890.467 

11 Lahat 2015 1.657.846.559 1.559.989.661 1.657.846.559 1.559.989.661 

 

2016 1.868.537.I50 I.726.004.654 I.747.349.170 1.545.145.014 

2017 1.957.810.446 1.765.015.019 1.715.307.187 1.408.832.916 

2018 1.740.437.900 1.916.874.000 1.838.590.794 1.834.483.998 

12 Pagar Alam 2015 816.005.973 747.658.414 904.406.482 795.537.900 

 

2016 874.003.600 814.062.290 945.858.698 797.621.810 

2017 888.544.891   812.270.609 893.475.825 743.610.049 

2018 817.250.572 769.448.437 826.658.246 655.603.214 

13 Musi Rawas 2015 1.504.015.512 1.616.908.301 1.592.855.152 1.405.099.541 

 
2016 1.763.644.399 1.617.409.674 1.713.677.287 1.531.168.541 

2017 1.625.481.874 1.549.566.489 1.313.648.923 1.192.026.376 

 2018 1.697.033.491 1.759.880.995 1.681.581.278 1.648.414.553 

14 Lubuk Linggau 2015 861.092.232 821.900.180 896.317.650 821.639.554 

 

2016 975.225.201 883.629.694 896.856.354 809.943.066 

2017 1.002.530.943 906.258.990 967.151.199 870.709.076 

2018 952.999.507 923.898.833 868.799.507 859.995.202 

15 Empat Lawang 2015 728.699.641 757.424.055 728.699.641 728.699.641 

 

2016 895.125.276 801.728.601 750.557.059 648.861.582 

2017 963.691.978 904.327.377 792.729.567 722.850.409 

2018 951.766.581 978.617.329 951.766.581 968.083.615 

16 Muratara 2015 678.008.927 616.908.301 744.142.494 670.724.435 

 

2016 797.621.810 813.614.247 789.741.912 720.301.758 

2017 812.629.762 785.394.510 755.212.199 677.194.130 

2018 945.842.746 922.981.792 963.759.600 867.583.014 



8 
 

 
 

17 Pali 2015 717.518.854 605.979.409 733.798.654 622.474.176 

 

2016 893.929.818 806.302.689 821.589.125 743.680.887 

2017 1.022.757.871 992.302.734 928.100.489 865.926.979 

2018 1.356.800.901 1.226.434.373 1.580.900.901 1.359.663.867 

(sumber: www.bpk.ri.go.id 2016-2019) 

 

Tabel I.2 

Skor Status Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan 2015-2018 

No Nama Kab/Kota 

Pemerintah Daerah 

Skor tahun 

2015 

Skor tahun 

2016 

Skor tahun 

2017 

Skor tahun 

2018 

1 Palembang 2.9114 3.0768 3.0427 3.0768 

2 Musi Banyuasin 2.9850 3.0575 2.8552 3.0575 

3 Banyuasin 3.0752 2.9786 2.8655 2.9786 

4 Ogan Komering ilir 3.1362 3.1356 2.9652 3.1356 

5 Ogan Ilir 2.9143 3.0434 2.8794 3.0434 

6 Ogan Komering Ulu 2.8871 2.9876 2.8911 2.9876 

7 OKU Selatan 2.8824 2.7696 2.7084 2.7696 

8 OKU Timur 2.8944 2.8131 2.7045 2.8131 

9 Muara enim 3.1114 3.1195 2.9910 3.1196 

10 Prabumulih 2.9593 3.0161 2.9633 3.0161 

11 Lahat 3.0835 3.0574 2.8902 3.0574 

12 Pagar alam 2.6741 2.9768 2.8660 2.9768 

13 Musi Rawas 3.1092 3,1996 2.9410 3.1996 

14 Lubuk Linggau 3.0670 2.9761 2.7623 2.9761 

15 Empat Lawang 2.7425 2.8922 2.8034 2.8922 

16 Muratara - - - - 

17 Pali - - - - 

(sumber:kemendagri.go.id 2016-2019) 

      Berdasarkan Tabel I.1 diketahui bahwa setiap tahunnya pada perhitungan 

realisasi pendapatan dan belanja disetiap Kab/Kota mengalami penurunan dan 

kenaikan. Pada Kota Palembang, Kabupaten Pali dan Kabupaten Muratara 

http://www.bpk.ri.go.id/
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mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada Kabupaten Muba, Kabupaten 

Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten 

OKU Timur, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, 

Kabupaten Empat Lawang tahun 2018 mengalami penurunan. Kabupaten Banyu 

Asin dan Kota Prabumulih tahun 2016 mengalami kenaikan tetapi tahun 2017 

dan 2018 mengalami penurunan. Kabupaten OKI dan Kabupaten Musirawas 

tahun 2016 mengalami kenaikan namun tahun 2017 menurun dan tahun 2018 

mengalami kenaikan lagi sedangkan Kabupaten Muara Enim tahun 2016 terjadi 

penurunan pada tahun 2017 kembali menaik dan pada tahun 2018 terjadi 

penurunan lagi, dilihat dari pendapatan dan belanja setiap tahunnya, dan dilihat 

dari anggaran rasio kemandirian, efektivitas dan efesiensi yang terealisasinya 

masih banyak yang belum stabil. 

      Menurut Welly dan Lis (2017) laporan realisasi anggaran dikatakan 

Surplus/Defisit apabila pendapatan lebih besar dibandingkan belanja, diketahui 

bahwa laporan realisasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan mengalami 

kenaikan bahkan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menarik untuk 

mengetahui lebih jauh bagaimana rasio-rasio bisa menjelaskan kondisi 

keuangan-keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

      Berdasarkan tabel I.2 dari data diatas dapat dilihat mana daerah yg 

mempunyai kinerja yang baik dan kinerja yang cukup baik ataupun yang kurang 

baik, dan daerah yang masih cukup bergantung pada pemerintah pusat dengan 

tidak stabilnya realisasi pendapatan dan realisasi belanja setiap tahunnya yang 

mengakibatkan naik turunnya skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 
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Kabupaten Muratara dan Kabupaten Pali belum memiliki skor kinerja 

penyelenggaran pemerintah daerah dikarenakan kabupaten tersebut baru berdiri 

kurang lebih 7 tahunan sedangkan skor SKPPD di nilai 10 tahun setelah 

berdirinya Kab/kota tersebut. 

      Keputusan Menteri Dalam Negeri no 118-8840 tahun 2018 tentang 

penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 

secara nasional tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dalam Diktum Keenam 

peringkat dan status kinerja sangat tinggi penyelenggaraan pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten dan kota dengan atribut bintang. 

      Penetapan atribut bintang untuk prestasi kinerja sangat tinggi terhadap 

kabupaten dan kota dilakukan dengan menetapkan batas dan skor kinerja 

tertinggi 3,7500 untuk batas asas bintang (*****) dan 3.0000 untuk batas bawah 

bintang (*) dan menetapkan 0,1875 sebagai interval pembagi dalam menentukan 

interval pemberian atribut bintang. 

      Sebagaimana dinyatakan dalam diktum ketujuh peringkat dan status kinerja 

sangat tinggi penyelenggaraan pemeritah daerah provinsi, kabupaten dan kota 

dengan atribut bintang sebagaimana dimaksud dalam diktum keenam, 

dikelompokan dalam lima kategori tingkat pencapaian kinerja dan diberikan 

atribut bintang mulai dari bintang * sampai bintang *****, guna menunjukan 

adanya perbedaan kemampuan dan kulitas capaian kinerja antar pemerintah 

daerah saat ini dalam kelompok sangat tinggi dan target peningkatan kinerja 

maksimal yang akan datang. 
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      Berdasarkan hasil uraian dalam latar belakang permasalahan dan terbatasnya 

penelitian tentang rasio keuangan dengan skor kinerja penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Skor Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera 

Selatan.” 

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh rasio kemandirian terhadap skor kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan? 

2. Bagaimanakah pengaruh rasio efektivitas terhadap skor kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan? 

3. Bagaimanakah pengaruh rasio efisiensi terhadap skor kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan dari perumusan masalah,  maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh  rasio kemandirian terhadap skor kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas terhadap skor kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh rasio efisiensi terhadap skor kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

      Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh rasio keuangan terhadap 

skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi 

Sumatera Selatan 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung tentang pengaruh rasio 

keuangan dengan skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di 

Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan 
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3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian tentang pengaruh rasio keuangan dengan skor kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 

diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, 

serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang. 
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